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Abstrak

Skripsi ini berjudul IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP ANAK
BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG.
Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih
menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan anak. Bagi anak yang
melakukan penyalahgunaan narkotika sudah seharusnya ditempatkan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang untuk mendapatkan pembinaan yang
khusus. Pembinaan tersebut merupakan suatu bagian dari proses memperbaiki
watak dan periluku para anak didik pemasyarakatan. Metode penelitian yang
digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode Wawancara serta
Observasi. Penelitian ini menjawab permasalahan Bagaimana pembinaan terhadap
anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di LPKA kelas I
Palembang dan Faktor apa apa saja yang mempengaruhi pembinaan terhadap anak
yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas I
Palembang. Hasil dari penclitian ini adalah adanya Program pembinaan Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, yaitu memberikan pembinaan kepada
anak didik pemasyarakatan yang secara umum tclah diatur dalam Undang-Undang,
yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan
yang telah diberikan olch Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang
kepada seluruh anak didik pemasyarakatan terdapat faktor pendukung dan faktor
penghambat, namun dalam menghadapi hambatan tersebut terdapat beberapa upaya
mengatasinya. Implikasi Penelitian yaitu bagi penulis agar kiranya proses dan hasil
penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah, serta bagi masyarakat yaitu di
harapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi dan bahan rujukan
pengetahuan untuk meningkatkan keilmuan.

Kata Kunci : pembinaan anak, penyalahgunaan narkotika, lembaga pembinaan
khusus anak.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Anak adalah generasi muda yang akan meneruskan perkembangan
masa yang akan datang. Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek,
kemampuan generasi anak di dalam melaksanakan cita-cita justru semakin
kompleks. Anak adalah Amanah dan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa
yang sejak dalam kandungan didalam dirinya telah melekat harkat dan
martabat sebagai manusia yang seutuhnya.! Hal ini melingkupi semua anak
tidak terkecuali anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,?
dinyatakan bahwa anak apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, Pada
Pasal ini berkaitan dengan prosedur penuntutan bagi anak yang belum
berusia 16 Tahun maka akan dikembalikan kepada orang tua atau wali.
Generasi penerus bangsa, perlu adanya perlindungan terhadap anak yang
diperlakukan dengan setara, karena perlindungan terhadap anak harus
disesuaikan dengan keadaan dalam lingkungan masyarakat, supaya di masa
yang akan datang anak dapat mengikuti perkembangan pembangunan
negara Indonesia secara lebih baik. Masa kanak — kanak sering kali terjadi

hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya yaitu perbuatan kenalakan

! Rika Saraswati, 2011, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, him.1.

2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).



yang cenderung kepada tindak pidana. Dimana dalam masa anak-anak yaitu
masa mencari jati diri yang ditandai dengan dilakukannya perbuatan-
perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri bagaimana dirinya yang
sesungguhnya.’> Masa seperti ini, biasanya para anak-anak dan remaja sibuk
setiap harinya untuk mencari dan mencoba kemandiriannya dan tidak ingin
di ikut campuri tangan oleh siapapun, termasuk dari orang tua mereka
sendiri.

Pasal 1 (ayat 1 ) Undang-Undang (berikutnya akan dibaca UU) Nomor
3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,* menyebutkan anak adalah “orang
yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum
mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Di sahkannya UU No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 (ayat 3)
menyebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan Hukum yang
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 18 tahun yang di
duga melakukan tindak pidana.”

Batasan tentang kenakalan anak ditekankan pada perilaku anak yang
merupakan perbuatan yang melanggar norma, akan tetapi bila dilakukan
oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena terlalu kejam apabila

pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena

3 Marsy Fashadhin, 2013, Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis,
Universitas Hassanudin, Makasar, hlm. 1, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/15928/1/--
masryfasha-5025-1-13-masry-2.pdf. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 23.36 WIB.

4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).
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mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh
pengawasan ataupun Tindakan pembinaan.’

Sebagian besar perbuatan melanggar hukum yang dilaksanakan oleh
anak-anak ialah yang awalnya dari perbuatan dengan sebatas kenakalan
remaja yang pada akhirnya menjurus terhadap perbuatan kriminal dengan
membutuhkan suatu penanganan hukum yang cukup serius.® Yang dalam
hal ini akibat dari suatu kenakalan tersebut yang menjadi suatu penghambat
Bangsa untuk memiliki suatu generasi penerus bangsa yang dapat bersaing
secara sehat didunia. Semakin berkembangnya zaman, masalah tindak
pidana kejahatan di Indonesia yang semakin meningkat dan pastinya
semakin mengkhawatirkan yaitu salah satunya permasalahan tindak pidana
Penyalahgunaan Narkotika, karena digunakan sehari-hari untuk hal yang
negatif.’

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, menyatakan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam beberapa golongan-

5> Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT.Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him.29.

¢ Aziz Al Rosyid dkk, 2019, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia), Law Research Review
Quarterly, Vol.5, No.2, him.161, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/31
115/17049/. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 22.56 WIB.

70.C. Kaligis dan Soedjono diijosiworo, 2008, Narkoba dan Peradilannya, O.C. Kaligis
dan Associates, Jakarta, hlm.5.




golongan.”® Dari pengertian narkotika tersebut dapat diartikan bahwa

penggunaan narkotika haruslah dibatasi pada kalangan-kalangan tertentu

dengan dosis yang telah ditentukan dan kebutuhan tertentu pula, seperti
contohnya yaitu untuk keperluan medis.

Berdasarkan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
Narkotika, bahwasanya Narkotika terbagi menjadi tiga bagian, sebagai
berikut:’

1. Narkotika golongan I ialah suatu narkotika yang hanya dipakai dengan
tujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipakai
dalam terapi, dan juga memiliki potensi sangat tinggi yang
menimbulkan akibat ketergantungan.

2. Narkotika golongan II ialah suatu narkotika yang memiliki khasiat
sebagai suatu pengobatan yang dipakai sebagai opsi terakhir serta
dipakai dalam terapi agar pengembangan ilmu pengetahuan serta
memiliki potensi tinggi yang menimbulkan akibat ketergantungan.

3. Narkotika golongan III ialah suatu narkotika yang memiliki khasiat
sebagai pengobatan dan dipakai dalam terapi dan/atau agar
pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki suatu potensi ringan
dengan menimbulkan ketergantungan.

Dampak narkotika terhadap jasmani yaitu dapat menghilangkan nyeri,

menjaga stamina, dan meningkatkan energi. Sedangkan dampak narkotika

8 Penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5062).
o Ibid.



terhadap rohani yaitu dapat menenangkan, dan meningkatkan semangat.!’
Sebagian pengaruh narkotika memicu halusinasi pada penglihatan dan
pendengaran.

Belakangan ini, penyalahgunaan narkotika yang semakin luas dimulai
dari orang tua, anak-anak, dan juga public figure. tentunya anak dibawah
usia (18 tahun) telah banyak yang melaksanakan suatu tindak pidana sama
halnya telah melaksanakan suatu penyalahgunaan narkotika, yang akibat
dari suatu perbuatan tersebut ajib dapat dipertanggung jawabkan dengan
cara memakai hukum positif melewati suatu pembinaan khusus anak serta
melewati suatu proses persidangan.

Sistem peradilan anak memiliki suatu tujuan sebagai pelaku suatu tindak
pidana yang dalam halnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi
pidana bagi pelaku, namun juga terkait dasar suatu pemikiran bahwa
“pemberian sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan
kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana”.!! Hakim, dalam
menjalankan suatu proses menyelesaikan perkara anak, wajib untuk
dibantukan oleh suatu Lembaga yang terkait. Lembaga ini tentunya
mempunyai suatu sumbangsih yang besar dalam proses penyelesaian anak
dengan memakai suatu proses pembinaan khusus anak.

Berikut macam-macam pidana khusus anak yang berhadapan dengan

hukum yang termaktub dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

10 Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2011, Kejahatan Narkotika dan
Psikotropik, Usakti, Jakarta, hlm. 3.

1 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan
Anak Di Indonesia, Cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta, him.1.



2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisikan sebagai
berikut:!?
1) “Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
a. Pidana Peringatan
b. Pidana dengan Syarat, terdiri dari Pembinaan diluar Lembaga
Pelayanan masyarakat;atau Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam Lembaga
e. Penjara
2) Pidana tambahan terdiri atas :
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindakan
pidana;atau

b. Pemenuhan kewajiban adat”

1) Jika dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif meliputi penjara
dan denda, pidana denda ganti rugi diganti dengan pelatihan kerja.
2) Pidana yang dijatuhkan terhadap anak dilarang melanggar harkat dan
martabat anak.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana
sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintahan.

12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5332).



Indonesia telah melaksanakan suatu Pemekaran Wilayah Provinsi,
dimana dalam hal ini telah di resmikan pada tanggal 30 Juni 2022 ketika
Rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini Indonesia mempunyai 37
Provinsi. Indonesia telah mendirikan 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) yang tersebar luas menjalankan program pemerintah yakni sebagai
pembinaan khusus anak yang diberikan kepada anak yang telah
melaksanakan suatu perbuatan melawan hukum.!3

Sebagaimana yang termuat dalam sebuah hasil Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-
09.0T.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak
Sementara (LPAS),'* “LPKA merupakah salah satu instansi pemerintahan
yang di khususkan sebagai pelaksaan dalam menampung, merawat,
melaksanakan pembinaan terhadap anak yang melaksanakan perbuatan
melawan hukum atau yang sedang berhadapan dengan hukum”.!>

Salah satu LPKA di Indonesia terutama di bagian pulau Sumatera yaitu

Sumatera Selatan Kota Palembang, yaitu LPKA Kelas I Palembang. LPKA

13 Nashriana, Op.Cit., hlm.153.

14 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014, Tentang
Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan)
sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara
(LPAS), Nomor : M.HH-09.0T.01.02.

15 Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak, 2018, Daftar Lembaga Perlind

ungan Khusus Anak, https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/anak-beradapan-dengan-hukum/, Di akses
pada 10 Agustus 2022. Pukul 14.35 WIB.


https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/anak-beradapan-dengan-hukum/

Kelas I Palembang memiliki 500 orang kapasitas pada anak yang telah
melakukan perbuatan melawan hukum.

Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Palembang terdiri
dari tahanan dan narapidana yang berjumlah 174 orang, yang diterangkan
dengan tabel berikut ini:'®

Tabel 1. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan dan Jenis Kejahatan

di LPKA Kelas I Palembang
Jenis Kejahatan JUMLAH
Narkotika 21
Pencurian 46
Perampokan 43
Pembunuhan 16
Sajam/Senpi 4
Perlindungan 31
Anak
Lain-lain 14
Total 174

Sumber: Jurnal LPKA Palembang 13/1/2022

16 Jta Purnama Sari, 2022, Strategi Guru Dalam Pembinaan Kemandirian Anak Didik
Pemasyarakatan Di Sekolah Filial Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Lapas Pakjo
Palembang, hlm.6, https://repository.unsri.ac.id/74102/2/RAMA_87205_06051381823051_00515

116901 _01_front_ref.pdf. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 12.56 WIB.



https://repository.unsri.ac.id/74102/2/RAMA_87205_06051381823051_00515116901_01_front_ref.pdf
https://repository.unsri.ac.id/74102/2/RAMA_87205_06051381823051_00515116901_01_front_ref.pdf

Dari keterangan tabel diatas, dengan jumlah 174 orang, di antaranya
kasus narkotika anak di Palembang memiliki 21 orang anak yang telah

melakukan penyalahgunaan narkotika.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang diartikan
sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang
memiliki suatu peran penting dalam suatu pembinaan Narapidana
Anak/Anak Didik Pemasyarakatan/suatu lembaga negara yang digantikan
lembaga pemasyarakatan (lapas) anak. '

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat seorang anak di
didik guna membentuk pribadi yang baik, dan agar dapat menghadapi masa
depan yang lebih tertata, mandiri, dan bertanggung jawab. Instansi LPKA
mempunyai suatu tujuan yakni guna melaksanakan suatu pembinaan terkait
anak didik pemasyarakatan (tahanan) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada. Adapun fungsi dari suatu Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas I Palembang ialah “membina anak didik pemasyarakatan
(andikpas), memberikan pembinaan, meyiapkan fasilitas dan mengelola
hasil kerja, membina hubungan sosial, spiritual, dan antipas, melaksanakan
pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dengan menyelenggarakan urusan

administrasi dan keluarga”.'®

7 Ibid.

18 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2017, Tugas Pokok dan fungsi
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur
Organisasi (Kemenkumham.go.id). Di akses pada 10 Agustus 2022. Pukul 17.00 WIB.
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Pembinaan diartikan dengan bagian rehabilitasi watak dan perilaku para
narapidana, dimana prosesnya yakni pembinaan bimbingan serta atas
didikan dengan mengacu kedalam Pancasila. Oleh karena itu dengan
diadakannya suatu program pembinaan khusus anak tersebut diharapkan
setelah kembali kemasyarakat memiliki bekal dan ilmu yang berguna dan
bermanfaat.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa
“setiap anak dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini anak sebagai
pelaku tindak pidana berhak:!®

a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan

sesuai dengan umurnya

b) Dipisahkan dari orang dewasa

¢) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

d) Melakukan kegiatan rekresional

e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau
martabatnya

f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5332).
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h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum

i) Tidak di publikasikan identitasnya

j) Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang di
percaya oleh anak

k) Memperoleh advokasi sosial

1) Memperoleh kehidupan pribadi

m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat

n) Memperoleh Pendidikan

0) Memperoleh pelayananan kesehatan, dan

p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tetaplah mereka membut
uhkan bantuan bimbingan.?® Ketika anak harus dihukum karena kejahatan
yang dilakukannya, mereka berhak atas pembinaan dan bantuan khusus
untuk kepentingan anak, masa depan anak, dan kesehatan mental anak. Me
reka membutuhkan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum
yang baik.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga pendidik
dan lembaga pendirian yang memikul fungsi spesifik dan sangat perlu

penjamin atas berbagai macam pola pembinaan yang dilaksanakan. Di

20 Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2014, Pembinaan anak pelaku pencabulan yang
korbannya anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar), Res Judicata, Vol. 1, No.
2, him. 106, http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1234. Di akses pada 2 Ag

ustus 2022 pukul 13.30 WIB.
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LPKA harus diperhatikan yakni suatu anak didik pemasyarakatan
(andikpas), melainkan sebagai bagian dari anak Indonesia yang memiliki
potensi guna mempunyai suatu bentuk tanggungjawab terhadap masa
berikutnya. Oleh karenanya, setiap anak didik pemasyarakatan
diperlukannya sesuatu untuk mendapatkan suatu kesempatan guna
berkembang dengan menggunakan cara rohani, jasmani, dan sosial.

Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam lembaga diharapkan
bukan dilaksanakan secara penekanan (penghukuman), melainkan secara
perlindungan.?! Dipilihnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1
Palembang sebagai objek penelitian karena Lembaga Pembinaan ini
merupakan sebagai salah satu Lembaga Pembinaan yang melakukan suatu
kegiatan pembinaan khususnya terkait anak yang melaksanakan perbuatan
melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti
dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Pembinaan Terhadap
Anak Binaan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian

adalah sebagai berikut:

2 Dwija Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia, PT.Refika
Aditama, Bandung, hlm.106.
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Bagaimana pembinaan terhadap anak binaan pelaku tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
I Palembang?

Faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan terhadap anak binaan
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui pembinaan terhadap anak binaan pelaku tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas I Palembang.

Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan
terhadap anak binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara

teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1.

Manfaat secara Teoritis

a. Manfaat secara teoritis ini yakni untuk dapat memberikan suatu
sumbangan pemikiran pada umumnya dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan dibidang hukum dan pada khususnya ilmu hukum

tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.
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b. Selain itu manfaat lainnya yakni untuk memberikan manfaat
terhadap  penegak  hukum  dalam  praktik  mengambil
keputusan/kebijakan dalam menangani suatu kasus tindak pidana

narkotika.

. Manfaat secara Praktis

a. Bagi mahasiswa manfaat secara praktis yakni digunakan sebagai
sarana dengan tujuan menambah wawasan dan referensi terhadap
mahasiswa fakultas hukum terkait tindak pidana narkotika yang
dilaksanakan oleh anak dibawah umur.

b. Bagi masyarakat, manfaat secara praktis yakni digunakan agar dapat
menginformasikan kepada masyarakat terkait tindak pidana

narkotika yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam pembahasan ini perlu dibatasi agar terus

mengarah pada permasalahan dan supaya tidak menimbulkan kebingungan

dengan melenceng dari apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. skripsi ini

hanya membahas bagaimana pembinaan terhadap anak binaan pelaku tindak

pidana narkotika dan faktor mempengaruhi pembinaan terhadap anak yang

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

KERANGKA TEORI

Teori Perlindungan Anak
Seorang Delinkuen sangat dibutuhkan adanya perlindungan hukum.

Masalah perlindungan hukum untuk anak adalah salah satu cara
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melindungi generasi bangsa di masa depan. Perlindungan hukum
terhadap anak menyangkut segala aturan hukum yang berlaku.
Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang
memiliki keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak
memerlukan perlindungan dan bimbingan khusus.?? Perlindungan
Hukum terhadap anak merupakan usaha untuk memberikan
perlindungan kepada anak dan hak-haknya dari berbagai hal yang dapat
membahayakan anak dalam menjalani proses kehidupannya untuk
tumbuh dan berkembang.

Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terwujudnya hak-
hak anak agar dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat
dan martabatnya, serta dilindungi dari kenakalan dan diskriminasi
secara bermutu, anak Indonesia yang mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak menurut Maidin Gultom?} yaitu : “Hukum
Perlindungan Anak adalah undang-undang yang menjamin hak dan
kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum
perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana,
undang-undang lain yang berkaitan dengan anak. Perlindungan anak

meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan yang

22 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung,
him.42.

23 Nursiana Simatupang Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan,
hlm.55
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memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai
dengan hak asasinya.”
2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang paling penting
untuk dikaji karena terfokus pada perlindungan hukum yang diberikan
kepada masyarakat. Masyarakat diartikan berada di dalam posisi yang
lemah secara ekonomi. Tujuan perlindungan yaitu memberikan rasa
aman dan nyaman bagi korban. Rasa aman yaitu tidak merasa takut dan
khawatir terhadap suatu hal. Sedangkan sifat perlindungan yaitu
perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan.?*

Sebagaimana yang diartikan oleh ahli H. Salim HS dan Erlies
Septiana  Nurbaini bahwa “Perlindungan merupakan suatu
upaya/bentuk layanan yang di berikan dari hukum kepada subjek
hukum serta hak-hak yang menjadi objek di lindungi”. Definisi dalam
hukum dapat tersebut didapatkan dari norma hukum yang terkait dalam
Undang-Undang dan norma hukum yang hidup di masyarakat. Adapun
konsep teori perlindungan hukum yakni teori yang mengkaji serta
menganalisis terkait wujud dan bentuk/tujuan perlindungan, subjek
hukum yang di lindungi dan objek perlindungan yang diberikan dari
hukum kepada subjeknya.?> Adapaun secara teoritis, suatu bentuk

perlindungan hukum ada dua macam yakni diantaranya perlindungan

24 H.Salim HS. dan Erlies Septiani Nurbaini, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis Dan Disertasi, Cet. 2-3, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.259-260.
% Ibid, hlm.262-263.
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hukum preventif (sifat pencegahan) dan perlindungan hukum represif
(untuk menyelesaikan sengketa jika ada sengketa)..
3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua
pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun
masyarakat lainnya. Sebagian program serta kegiatan yang telah
dilakukan lalu mencari cara yang paling tepat dalam mengatasi
permasalahan tertentu. Upaya penanggulangan masalah kejahatan pada
dasarnya adalah integral dari upaya perlindungan masyarakat untuk
menggapai kesejahteraan sosial.?¢ Pencegahan dan penanggulangan
terhadap kejahatan haruslah dilakukan dengan pendekatan yang
komprehensif serta integral dan adanya keseimbangan antara
pendekatan penal dan pendekatan non-penal. 7

Apabila Barda Nawawi Arief,”®® menyebutkan bahwa konsep
penanggulangan kejahatan dengan 2 (dua) model kebijakan, dengan
pidana penal dan tanpa penal, maka upaya penanggulangan kejahatan
tersebut telah dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah, Penegak
Hukum, maupun Masyarakat.

Terdapat tiga konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui

Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif sebagai berikut:?’

26 Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Instrument Internasional
Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.23.

27 Ibid.

28 Barda Nawawi Arief, 2010, Pencegahan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm.48.

2 Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.113-116.
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a. Tindakan Preventif, merupakan upaya mencegah kejahatan yang
menjadi bagian dari politik kriminil. Upaya Premitif adalah tindak
lanjut yang masih dalam bagian pencegahan sebelum terjadinya
kejahatan. Dalam hal upaya preventif ditekankan untuk
menghilangkan kesempatan dilakukannya sebuah kejahatan.

b. Tindakan Represif, merupakan segala Tindakan yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan tindak
pidana. Tindakan represif terdiri dari, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Penanggulangan
dengan tindak pidana represif ini untuk menindak para pelaku
sesuai dengan perbuatannya. Sanksi tersebut untuk memberikan
efek jera pada pelaku.

c. Tindakan Kuratif, merupakan tindakan preventif dalam arti yang
seluasnya, artinya tindakan kuratif hanya dilakukan oleh aparatur
eksekusi pidana, contohnya para pejabat lembaga pemasyarakatan

atau pejabat dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

G. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data
agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran di tempat dilaksanakannya
suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka

penelitian yang digunakan meliputi:

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini yaitu adalah jenis
penelitian Yuridis Empiris, Penelitian Hukum Empiris menggunakan
data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat)
dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir
induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi
dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang
mutakhir.*°

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian
skripsi ini yaitu:

a. Pendekatan Sosiologi (Sociological Approach)

Pendekatan Sosiologi merupakan pendekatan dengan
melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dan
berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan
non-hukum bagi keperluan penelitian hukum.3!

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan
(isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-
undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari

konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan

30 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, him.153.
31 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.
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Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan

Undang-Undang yang lain, dl1.>2

3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data penelitian yang akan dilaksanakan adalah data
primer. Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung
di LPKA Kelas I Palembang.
b. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data
Sekunder, yaitu sebagai berikut:
1) Data Primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung
dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara (interview).
2) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan
kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang
berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder di bagi
menjadi sebagai berikut:
1. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

32 Ibid.

33 Diajeng Arianti Puspaningtyas, 2011, Pembinaan narapidana penyalahgunaa narkotika
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas 114 Sidoarjo), hlm.24, https://core.ac.uk/download
/pdf/12217441.pdf. Di akses pada 10 Agustus 2022. Pukul 14.20 WIB.



https://core.ac.uk/download/pdf/12217441.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/12217441.pdf
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor

6811).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5606).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5332).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Nomor 5062)

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.0T.01.02
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Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan
Negara (Rutan) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak
Sementara (LPAS).
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi
tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak
resmi. Bahanbahan sekunder yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder sebagai berikut:
1. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum.
2. Artikel jurnal hukum
3. Skripsi, tesis dan disertasi hukum.
4. Karya Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tertier yakni suatu bahan yang
memberikan suatu petujuk/penjelasan terkait suatu bahan
hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan

ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

b. Wawancara
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Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan cara melakukan wawancara secara lisan dalam sebuah
dialog untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan
pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas I Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Data yang di dapatkan untuk penelitian ini melalui penelitian
kepustakaan (Library Research) dan bersumber dari peraturan
perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen

resmi.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Inspektur Marzuki,

Siring Agung, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang.

Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi iartikan sebagai suatu himpunan (keseluruhan)
objek dengan ciri yang sama. Populasi sendiri berupa himpunan
orang, benda (hidup maupun mati), kasus, kejadian, waktu, atau
tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penulisan skripsi ini
sendiri Populasi yang terkait ialah warga binaan dan ciri yang sama.

Dalam penelitian ini ialah dilaksanakan di wilayah hukum Sumatera
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Selatan, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I
Palembang.
Sampel

Sampel ialah sampel adalah Sebagian dari populasi yang ka
rakteristik nya hendak diteliti. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling, yaitu penarikan sampel di
pilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, sehingga apa yang
menjadi tujuan penulis untuk memperoleh jawaban atas
permasalahan sripsi tersebut dapat diraih. Jadi sebagai sampel ialah:
1. Kepala seksi pembinaan/pembimbingan Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas I Kota Palembang.

2. Petugas Lembaga Khusus Anak Kelas I Kota Palembang.
3. Anak Binaan sebagai penyalahguna narkotika (5 orang) di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan deskriptif,

yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang

nyata mengenai proses pembinaan kepada anak yang melaksanakan

suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setelah itu seluruh data

diolah dengan menggunakan analisis deskriptif agar dapat

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.
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Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini di lakukan secara induktif, yaitu
membuat pernyataan-pernyataan dengan ruang lingkup yang spesifik
dan terbatas ketika menyusun suatu argumen yang diakhiri dengan
bersifat umum. Pemikiran ini sendiri mengangkat dari satu peristiwa
tertentu ke peristiwa tertentu lainnya yang serupa dan menyimpulkan
bahwa yang satu benar dan yang lain benar, sehingga memudahkan

untuk menjawab dan memecahkan masalah.
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